PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR
TENTANG
KERJASAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN,PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN

KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN MAHASISWA SERTA PERTUKARAN INFORMASI
PENGGUNAAN LULUSAN

Nomor : HK.05.01/1.3/1648/2022
Nomor : 445/882 /PKM Siantan Hilir/I11/2022

Pada Hari Ini Senin Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Belas
bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Didik Harivadi,,5.Gz.M.Si : Direktur Politeknik kesehatan
kementerian Kesehatan Pontianak yang
berkedudukan dan berkantor di jalan 28
Oktober Siantan Hulu Pontianak,dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama serta sah mewakili
Politeknik Keschatan Kementerian
Kesehatan Pontianak,selanjutnya di scbut
PIHAK PERTAMA.

2. Tri Lestari, S.ST : Kepala UPT Puskesmas Siantan Hilir
berkedudukan di Jalan Dharma Putra |
Samping Gg. Dharma Putra Wakal, dalam
hal ini bertindak untuk dan alas nama
serta sah mewakili UPT Puskesmas
Siantan  Hilir, sclanjutnya  dalam
kesepakatan bersama ini disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama dischbut PARA
PIHAK terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ;

1. PES Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan UPT Pusforsmas Siontan Hitr



B.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301});

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 3 tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
nomor 4733.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan
Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja
Sama Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomer: 403/KMK.05/2011 tentang penctapan
Polieknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi
Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.03.03/iv/782/2018
tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
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J. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Rl Neo. 232/U/2000 tentang Pedoman
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

K. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Keschaian Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/1/004287 /2017 tentang
Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan
Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk membuat dan
menandatangani kesepakalan Kerjasama tentang Praktek kerja lapangan, Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran
Informasi penggunaan lulusan antara Politcknik Keschatan Kementerian Kesehatan
Pontianak dengan UPT Puskesmas Siantan Hilir, selanjutnya disebut “Kesepakatan” dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Praktek kerja lapangan adalah Praktek kerjasama Mahasiswa Politcknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Pontianak di wilayah UPT Puskesmas Siantan Hilir;

2. Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak adalah peserta didik jenjang pendidikan D-TII
dan D-IV pada jurusan Kesehatan Lingkungan, K3, Gizi, Keperawatan Gigi, Analis

Kesehatan, Keperawatan, Kebidanan dan Profesi NERS serta Profesi Bidan ;

3. Kegiatan pertukaran informasi dan memberikan atau menerima informasi pengetahuan dan

temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya ;

4. Penggunaan lulusan adalah setiap lulusan Poltekkes Kemenkes Pontianak dapal
diberdayakan di lingkungan UPT Puskesmas Siantan Hilir sesuai dengan kebutuhan PIIAK

KEDUA
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Penelitian adaiah proses iimiah yang dilakukan uniuk mengumpulkan, mencatal dan
menganalisa sesuatu masalah secara sitematis berdasarkan flmu pengelshuan dalam
upava pemecahan masalah :

6. Pengabdian kepada masyarakat adalah pelaksanaan pengamatan ilmu pengctahuan,
tekhnologi dan seni budava langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui
imetodologi ilmiah sebagai penyebaran, Tri Dharma Perguwruan Tinggi serla langgung jawab
yang lubur dalam mempercepat laju pertumbuhan tujuan pembangunan Nasionat ;

7. Pembimbing Prakiek keriz adalah seorang ahli yang dianggap mampu membimbing,
ditunjuk oleh kepala UPT Puskesmas Siantan Hilir;

8. Doscn adalah scorang vang bertanggung jawab mcendampingi dan mengkoordinasikan
kegiatan prakick lapangan vang ditunjuk oleh institusi pendidikan ;

G, Sarana dan prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir adalah segala fasililus yang tersedia di
Ul Puskesmas Siantan Hilir;

10. Scsuatu hal dalam kescpakatan ini adalab jika [asilitas pclayanan/tcmpat kegiatan tidak

dapat digunakan karena ada perbaikan, pembangunan, terbatasnva sumber daya lainnva
pada PIHAK KEDUA.
BAB [I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kesepakatan kerjasama ini dimsksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan
Praktek keria lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi
Doscn dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan di UPT Puskesmas
Siantan Hilir dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan serta pengembangan sumber
daya manusia di bidang keschatan umumnya dan profesionalisme julusan Politcknik
Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak dan mendukung tercapainya visi dan misi UPT

4

Puskesmas Siantan Iiilir.
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BAB lIi
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3
Sarana dan Prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir Serta pembimbing Praktik

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana UPT Puskesmas Siantan Hilir serta
memberdayakan pembimbing Praktik PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktik
Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak,

Fasal 4

Tata Carn Peluksanaun

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang
penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun
ajaran bau ;

2. Kriteria peserta Prakiek kena lapangan diientukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumiah
peserta, waktu dan tempal kegiatan ditentukan bersuina olch KEDUA BELAI PIHAK ;

3. PIHAK KEDUA membenkan intormasi waktu dan tempat kepada PIHAK PERTAMA
selambat-lambatnya 1 {satu) bulan setelah pemberitahuan PIHAK PERTAMA ;

4, Pembcritahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK
KEDUA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegistan dengan tembusan
kepada PIHAK PERTAMA,

Pasal 5
Pengawasan

PIHAK PERTAMA mengadakan supcrvisi dan monitoring kcemampuan Mahasiswa sclama

Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak di UPT Puskesmas Siantan Hilit

PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktik menyelenggarakan, memantau dan

melaksanakan evaluas: hasil Praktik Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK

PERTAMA.
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BARB IV
IAK DAN KEWAJSIBAN
Pasal 6
Hak dan Kewajiban Pihak pertama

PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki PTHAK KEDUA untuk
kegiatan Prakick kerja lapangan Pendidikan, Peneliliun dan Pengabdian kepada
Masyarakat bagl Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informast penggunaan lulussan
pelaksanaan temuan ilmiah/melalui seminar atau medis informasi terkini lsinnya ;
PIHAK PERTAMA herhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka
mcmantauy  dan mengevaluasi  pclaksanaan  kegiatan Prakick kerja  lapangan,
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyvarakat bagi Dosen dan Mahasiswa
serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta menerima informasi pengetahuun
dan meialui temuan ilmiah/seminar atau media informas: terkini lainnya ;
PIHAK PERTAMA borkewajiban memberikan kompensasi biaya kegiatan Prakick kerja
lapangan, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masvarakat bagt Dosen dan
Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan serta memberikan informasi
pengctahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar alau media
informasi lainnva kepada PIHAK KEDUA dalam rangka pencapaian proses belajar
mengajar sesuai dengan kesepakatan bersama
PHIAK PERTAMA berkewajiban membuat proposal, petunjuk tcknik dan laporan
kegiatan Praktek keria lapangan, Pendidikan, Peneliban dan Pengabdian kepada
Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan
kepada PITIAK KEDUA,
Berkewajiban untuk melaksanakan upaya preventif dan promotil daiam pelaksanaan di

lapangan.
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Pasai 7
Hak dan Kewnjiban Pihak Kedua
PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan kompensasi biava Praktek kerja lapangan,
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa
serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dari PIHAK PERTAMA ;
PIHAK KEDUA berhak memberi sangsi kepada mahasiswa prakiek kerja lapangan yang
melukukan pelanggaran kefentusn dan peraturan yang berlako dengan sepengetahuan
PIHAK PERTAMA ;
PIHAK KEDUA berhak menolak Praktek kerja lapangan, Pendidikan, Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat bagi Doscn dan Mahasiswa scria pertukaran Informasi
penggunaan lulusan dan kegiatan lainnya PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak
mengindahkan keteniuan Pasal 4 ayal 1, atau dikarenskan ada sesuatau hal yang terjadi
pada PIHAK KEDUA ;
PIHAK KEDUA berkewajiban mcmfasilitasi PIHAK PERTAMA Prakick kerja lapangan,
Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masvarzkat hagi: Dosen dan Mahasiswa
serta pertukaran Informasi penggunaan lulusan dengan PIHAK KEDUA ;
PIHAK KEDUA  berkewajiban menvampaikan hasil evaluasi Praktek  keria
lapangun, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Doscn dan
Mahasiswa serta pertukaran informasi penggunaan !ulusan kepada PIHAK PERTAMA
sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh FIHAK PERTAMA
Pasal 8
Ketenagaan

PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktik bagi Mahasiswa Politcknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat
keputusan Direktur Politcknik Keschatan Kementerian Pontianalk;

FIHAK KEDUA menuwijuk Pembimbing Praktik selama kegiatan Prakiik Mahasiswa
Poltekkes Kemenkes Pontisnak yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan UPT
Puskesmas Siantan Hilir
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BAB V
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 9
Biaya Praktik
1. Besaran Honor/Intensif Pembimbing praktek Per orang/hari/Mahasiswa mengikuti
peraturan dacrah setempat
2, Mahasiswa setiap kegiatan Prakiik tidak mencapai target dapat melanjutkan dilempat
semuia atau pindah di puskesmas lain, maka pembavaran akan di bebankan kepada
Mahasiswu yang bersanglntan dengan mengikuti aturan Puskesmas selempal
3. Pembayaran dilakukan kepada PTHAK KEDUA dengan cara setoran tunal melalui kasir
Penerima UPT Puskesmas Siantan Hilir
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan prakik mahasiswa menggunakan bahan habis pakai
medis alan terjadi kerusakan pada peralatan yang digunakan pada saal pelaksanaan
kegiatun praktik yang disebabkan oleh kelalaian mahasiswa, maka segala bentuk
pembiayaan yang berkaitan dengan hal-kal tersebut di aias menjadi kewajiban dan atsu
tanggung iawab dari PIHAK PERTAMA.
Pasal 10
Tata Cara Pembayaran

PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktik PKL Mahasiswa Polteklkes Kemenkes Pontianak
kepada PHIAK KEDUA paling lambat 7 {tujub) hari setelah diterimanya rincian tarif;
Apabila ada keterlambatan dalam melakukan pembayvaran kami sebagai PIHAK KEDUA akan
mcnunda praktik mahasiswa periode berikutnya sampai pcmbayaran di sclesaikan;
Pembayaran dilakukan kcpada PIHAK KEDUA dengan cara Transfer melalui Bank Kal-Bar.
Dengan nomor Rekening 1001013536 a/n BLUD UPT Puskesmas Slantan Hilir
Jika telah dilakulan pembayaran secara transfer meialuil Rekening penenma Puskesmas,
PIIIAK PERTAMA dapal memberitahukan kepada PIHAK KEDUA nominal atau besaran
jumlah uang yvang sudah di transferkan
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BAR Vi
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Paszal 11

Perjanjian ini berlaku efektf sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu
3 {Tiga) Tahun ;

Selambat-lambatnya 3 {liga) bulan sebclum berakhitnva jangka wakiu pefjanjian, Para
Fihak sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabiia hendak memperpanjang
perjanjian ini,

Apabila selambat-lambaimya sampai dengan 1 {satu) bulan sebeium berakhirnva perjanijian
tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka wakiu
perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir.

BAB VII
FORCE MAJEURE
Pasal 12

Apabila dalam pelaksanaun perjanjian ini sulah saiu pitak mengalumi keterlambatan atau
gagal melaksanakan perjaniian ini karena force majeure, maka pihak vang mengaiaminva
wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambatlambatnya 14 (empatbelas) hari
setelah terjadi force majeure tersebut;

Force majeure dalam peijanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali conirol dari
salah saiu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan,
subotase, cpidemic atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal luin diluar
kemauan dan kemampuan kedua pihak:

Apabila Force majeure terscbut terjadi schingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat
melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.
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BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13
Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat vang timbul seshubungan dengan
perjanjian ini akan diselesaikan teriebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para
Pihak., Apabila Para Pihak tidak berhasil mencapai mufakat, Para Pihak sepakat
menyelesaikan perselisihan tersebut ielalui Pengadilan Negeri Pontianak.

BAB IX

PEMBERITAHUAN

Pasal 14
Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan periudilaluikan
oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus
dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximili dan
dialamatkan kepada

PIHAK PERTAMA : Poltekkes Kemenkes Pontianak
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Pontianak
Telp 1 OUob1-BB2h32

Website : Poltekkes-pontianak.ac.id

Email : humaspolt espontianakd il.co
MHAK KEDUA : UPT Puskesmas Siantan Hilir

Jalan : Dharma Putra 1

Telp

Pemberitahuan yang di scrahkan sccara langsung dianggap tclah ditcrima pada hari
penyeranan dengan bukil tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda
terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap tclah diterima pada
saal relah diterima pada saat diterima kode jawabannva fanswerback) pada pengiriman telex

f?;xf

dan konfirmasi faximili pada pengiriman faximili.

10. PHS Poltekkes Kemerkes Pontionak dengan UPT Puskcomas Sioaten Hiftr



BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15
Perjajniian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, tanpa persetiyjuan terlebih dahulu
dari Para Pihak;
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perianjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu
addendum/amandemen atas perseiujuan Para Pihak dan merupakan satu kesaiuan yvang
tidak terpisahkan dengan perjunjian ini:
Para Pihak sepakal dan setuju apabila dikemudian hari lerdapatl peraturan perundang-
undangan yang bertentangan dengan perjanjian ini, akan ditinjau kembali dan disesuaikan
dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 16

Penutup
Demikianlah peganjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asii, ASIing-masing sama
bunyinya, materai cukup serta mempunyai kekuatan bhukum yang sama setelah

ditandatangani Para Pihak.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala, Direklan
UPT Puskesmus lan Hifix vlieldees Beflienkes Bhnilanak
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